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g-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desn
aran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
r 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
esia Nomor 5495);
an Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
iran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
'} tentang Desa (Lembaran  Negara Republik
2 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
aimana telah diubah beberapa kali, terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
g-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
esia Nomor 6321);
aran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
| Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

onesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lemt
publik Indonesia Nomor 6623);
Menteri Dalam Negeri Repul







intahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
intahan dan kepentingan masyarakat setempat

 sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

warah Desa yang selanjutnya disebut Musdes

1 musyawarah antara Badan Permusyawaratan

nyepakati hal yang bersifat strategis.

Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan
akati bersama BPD.

aran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
vbut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
',xmerintahan Desa.

embaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya
ngkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat,
agai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam
pelaksanaan dan pengawasan '

serta






















embicaraan tentang hal yang bersifat strategis yang
menjadi materi agenda Musdes;

Ppeserta dapat ditegur, diberi peringatan dan diminta

";»'Supaya kembali kepada pokok pembicaraan oleh

Musdes, jika diabaikan pimpinan Musdes dapat
- memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan

ruang Musdes dan apabila permintaan itu diabaikan,

- Yang bersangkutan dipaksa keluar dari ru
Musdes; dan

ang

h. pimpinan Musdes dapat meminta pertimbangan

peserta dan/atau atas kebijakan sendiri, menutup

atau menunda acara Musdes apabila terjadi peristiwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan jika
gangguan tidak dapat dikendalikan.

3) Etika dan ketentuan sikap berbicara dalam Musdes

adalah sebagai berikut:

a. pimpinan Musdes memperingatkan pembicara yang
menggunakan kata yang tidak layak, melakukan
perbuatan yang mengganggu ketertiban acara
Musdes atau menganjurkan peserta lain untuk
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
hukum;

b. pimpinan Musdes meminta agar yang bersangkutan
menghentikan perbuatan dan/atau memberikan
kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata
yang tidak layak dan menghentikan perbuatannyay;

c. dalam hal pembicara memenuhi permintaan
pimpinan Musdes, kata yang tidak layak diucapkan
tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musdes;

d. dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan,

pimpinan Musdes melarang pembicara meneruskan

pembicaraan dan perbuatannya;
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PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

SAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
AN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
'PERATURAN DESA.
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